GUBERNUR KAL

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT S
NOMOR -2/ TAHUN 2021 - .
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGL DAN
SUMBER DAYA MINERAL PROVINS] KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BAF’;AT .

Menimbang @ a. bahwa berdasarkan. Peraturan Daei*ah _No ior 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan '-'_-Perangk

dengan Per aturan Gubernur
bahwa

berdasarkan

Permdustrian Perdagangan Enel g1 da

Mineral Provms1 Kahmantan Barat o

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara= Republlk-
Indonesia Tahun 1945; : _

2. Undang~’(}'ndang Nomor 25 Tahun 1956' niang

Pembentukan  Daerah-Daer ah Otonom " Provinsi

Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kali

Timur (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahur

Nomor 65, Tambahan Lembamn Negara Repubhk
Indonesua Nomor 1106)
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3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 f{entang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821});

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4746);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6525);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5052);

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran WNegara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573};

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 '.Tahuii 20 1:’7' "t'e'n't'ahg"'- '

Manajemen Pegawai Negeri Sipil {Lembaran _.-Negar_a L
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan -
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

13. Peraturan Daerah Nomor & Tahun- 2016 tenta,ng'_.':" "

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah’ Prov:tnsi; :

Kalimantan Barat {Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan =
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah == -
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah’
diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan

Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua -

Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang .

Pembentukan dan Susunan Peiangkat Daerah Provinsi.

Kalimantan Barat (Lembaran Daérah Provinsi Kalimantan f' S
Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembman Eaerah SR

Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun'2017 ten:tang Renca,naf e
Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Barat Tahun B
2017-2037 {Lembaran Daerah Provinsi Kahmantan Barat =
Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah'i‘““.-_' R

Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);

MEMUTUSEKAN:

Menetapkan ~ : PERATURAN ~GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN S
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA =
KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI .
DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN[“

BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengéui :
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyeienggaraan urusan pememntahan oiehi STt
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan® Rakyat Daerah menurut: asa.sf.__"' o
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya'__ M
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubhk'.'-:'_":3---’ -

Indonesia Tahun 1945,

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur’ penyelenggara;_f S5 TR

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan - umsam pememntahan'
yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat, '
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Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. _
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya 'Mmeral'

Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur _' =

pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian, urusan
pemerintahan daerah bidang perdagangan, serta urusan’ 'pemerintahan
daerah bidang energi dan sumber daya mineral.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat.

Unit Pelaksana Telmis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasmnal'" '
dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas  Perindustrian,
Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat. -

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagz"
pegawal negeri sipil dan pegawai pemerintah’ dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai 'ASN' P
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanﬂan' .

kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan dlserahl tugas
dalam suatu jabatan pemerintahan atau disérahi tugas negara lamnya dan33 '
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. -

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara-._ S

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat’ sebagaz Pegawai ASN -

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk mendudukx Jabatal'x _-

pemerintahan.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang beriSi'fungsi 'dan'-.__f o
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta admimsh’agi p@m@ﬂnt’aham S

dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang mendudukz Jabatam']_f BN

Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi” fung i dan":- .
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada

keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabata'n =

Fungsional pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan’ memah baha,n“-_f
baku, bahan setengah jadi dan atau barang jadi menjad1 barang yang i
nilainya tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan 1ancang bangun i

dan perekayasaan industri.

Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan "
cabang atau jenis industri.

Bahan Baku Industri adalah bahan mentah yang diolah atau yang txdak"._ :
diolah yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana produksu daiam industri,

Teknologi Industri adalah cara pada proses pengoiahzm yang dltezapkan'- 5
dalam industri. o '

Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa y:sma diiakukan i

secara terus menerus dengan tujuan pengalihan barang/;asa dengan-r."

disertai imbalan atau kompensasi.

Perdagangan Dalam Negeri adalah perdagangan y&mg mencak«up '-
perdagangan lokal/regional dan perdagangan antar pulau.; - : '
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Perdagangan Luar Negeri adalah aktivitas kegiatan yang berkaitan dengan
pengeluaran dan memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, pemasukan barang dari dalam dan luar wilayah pabean suatu
negara serta keterkaitannya dengan sistem perdagangan baik bilateral,
regional maupun multilateral.

Konsumen adalah setiap orang yang baik bagi kepentingan diri sendiri,
kelnarga, orang lain maupun makhluk lain dan tidak untuk
diperdagangkan.

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa
panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.

Pengelolaan Energi adalah penyelenggaraan kegiatan penyediaan,
pengusahaan dan pemanfaatan energi serta penyediaan cadangan strategis
dan konservasi sumber daya energi.

Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan
pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.

Sumber Daya Mineral adalah endapan mineral yang dapat dimanfaatkan g
secara nyata.

Geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kebumian.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapean kegiatan dai&zm
rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batiibara -

yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi,

penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan,
serta kegiatan pasca tambang.

Mineral adalah senyawa anorganik yang berbentuk di alam, yang memﬂﬂg R

sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal ‘teratur atau

gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau =

padu. _
Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral vang

berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, Serta o

air tanah.

Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbenmk: E
secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan 'kaﬁjon' yanig =

terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batian =

aspal.

Air Tanah adalah air yang terdapat didalam lapisan tanah atau batuat = =
dibawah permukaan bumi.

BAB 11
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
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Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur m"eiaksanakah' urwax_; e
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di. -
bidang perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya" rnmeral sesuaz-

-5-

BAB IiI _ _
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISAST
Bagian Kesatu -

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dmas_g_” -
menyelenggarakan fungsi : : : :

a.

b.

perumusan program kerja di bidang permdustmaﬂ perdagangan energl S
dan sumber daya mineral, _ _ S

perumusan  kebijakan dii  bidang perindusu‘ian',' ' pengembamg&i‘l'f;_: ; 
perdagangan luar negeri, perlindungan konsumen ‘dan tertib miaga, o
perdagangan dalam negeri, ketenagallstnkan dan pengelolaan energl, serta:'_s_'_.'.i'

sumber daya mineral;

pelaksanaan kebijakan di bidang - permdustrzan, o pengembangaﬂ:-:_--_'-g_:..{5" o
perdagangan luar negeri, perlmdungan konsu.mera dan tertib niaga, - -
perdagangan dalam negeri, ketenagalistrikan dan pengeiolaan energ1 serta5i_’f.'-_ o

sumber daya mineral,

penyelenggaraan urusan pemerintahan "di : b1dang per111dustr1311
pengembangan perdagangan luar negeri, perlmdungan konsu‘men dan'_:.'_'__ﬁ_}_'}'_' j
tertib niaga, perdagangan dalam negeri, ketenagahstmkan dan pengelolaan‘g S

energi, serta sumber daya mln.erai sesuai ketentuan peraturan pemnd&mgﬂ.'_{f
undangan; - -

pengoordinasian dan pembinaan teknis 'di : b1dang perzndustrlan -
pengembangan perdagangan luar negeri, perlmdungan konsumen dan:__ff P
tertib niaga, perdagangan dalam negeri, keienagahs‘i:nkan dan pengelolaan'-_':?f

energi, serta sumber daya mineral;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan - Cdi bldang permdustman : '
pengembangan perdagangan luar negeri, perhndungan konsumen dan: - gy
tertib niaga, perdagangan dalam negeri, ketenagahstrlkan dan pengelolaani; SN

energi, serta sumber daya mineral;

pelaksanaan reformasi blrokras1, Sistem Akuntabihias Kmerj}a }Instansn U

Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lmgkungan Dmas
pelaksanaan administrasi di hng}:ungan Dinas; dan '

pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang d1b&r1kan olehf e B EIEr
Gubernur di bidang perindustrian, perdagangan energi: ~dan sumbe1 daya_;_'_fr__ .

mineral sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan

KARD PERANGHAT DARRAH
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
a. Kepala Dinas;

Sekretariat;

Bidang Perindustrian;

o o

Konsumen dan Tertib Niaga;

Bidang Perdagangan Dalam Negeri;

Bidang Ketenagalistrikan dan Pengelolaan Energi;
Bidang Sumber Daya Mineral; dan

5@ o

Unit Pelaksana Teknis;

Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang :
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. a

Bagian Ketiga
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) huruf a,
mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membma,.
mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaparkan keglatanr, :

dinas di bidang perindustrian, pengembangan perdagangan Juar negem,*f R

perlindungan konsumen dan tertib niaga, perdagangan dalam - negeri, _
ketenagalistrikan dan pengelolaan energi, serta sumber daya- mmerai sesuai'_ L
ketentuan peraturan perundang-undangan. -

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kepaiai'_f.” |

Pasal 7

Dinas mempunyai fungsi :

a.

b.

penetapan program kerja di bidang perindustrian, perdagangan energ1 dan BRI S

sumber daya mineral;

perumusan  kebijakan di bidang perindustrian, pengembangan; o
perdagangan luar negeri, perlindungan konsumen dan tertib . niaga,: -

perdagangan dalam negeri, ketenagalistrikan dan pengelolaaﬂ energl, serta-_z' o

sumber daya mineral;

penyelenggaraan kegiatan di perindustrian, pengembangan perdagangan?_' N

luar negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, perdaganvan daiam"

negeri, ketenagalistrikan dan pengelolaan energi, serta sumber’ daya’-'_-':_ EEE

mineral sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; .
pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di ’bzc‘iang penndug’man

pengembangan perdagangan luar negeri, perlmdungan konsumen danj‘" o
tertib niaga, perdagangan dalam negeri, ketenaga.hsmtkan dan pengelolaan- BRI B

energi, serta sumper daya mineral;
B, xﬁ@ PER.’LH(‘HAT DALRAH
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e. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang perindustrian,
pengembangan perdagangan luar negeri, perlindungan konsumen dan
tertib niaga, perdagangan dalam negeri, ketenagalistrikan dan p@ng@b}aan .
energi, serta sumber daya mineral;

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Hngkpmgari 'Diﬁas; o
g pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi,
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah {SAKIP), dan pelayaman
publik di lingkungan Dinas; _
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di
bidang perindustrian, pengembangan perdagangan - luar neg‘efi,

perlindungan konsumen dan tertib niaga, perdagangan. dalam negem,. L
ketenagalistrikan dan pengelolaan energi, serta sumber daya mmerai

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan: L

perumusan kebijakan di bidang perindustrian, perdagangan luar negeri,
perlindungan konsumen dan tertib niaga, pengembaﬂgan perdag&mgan :

dalam negeri, ketenagalistrikan dan pengelolaan energi, ser‘ta sumber daya -
mineral; dan

J. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang'perindustﬁan,f L

perdagangan, energi dan sumber daya mineral yang - “diberikan . oieh_
Gubernur sesuai ketentuan peraturan per undang—undangan

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dlplmpm?.'_' : .
oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan ber‘tamggungjawab kepada TR S

Kepala Dinas.

Pasal O

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan p@rumusan kebljakan i ':;-_';_ B
bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan: aparatur, keuangan SRt
dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh keer;atan o

pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam P‘asal 9, Sekretaﬂa% .

mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang Tencana kerja o
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangaﬂ dan aset

c. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, mom‘tarmg dan e

evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;

HARQ PERANGEAT DAERAH
HUKUM PEMRAKARSA
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(1)

Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi’ sebagalmana. dlmaksud : . |
dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah”f R
bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, ‘monitoring dan- evaluam serta’ﬁ__-__. N

-G

penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, . - |
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset d1 =

linglkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang- umimagan o

pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana -kerja,
monitoring dan evaluasi, wmum dan aparatur, serta keuangan dan aset di -

lingkungan Dinas;

penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kexja. di lingkungan

Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akunta'blhtas :_ - | ;
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik _dz 1111gkungan S

Dinas;

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi 4:1% hngkunganzl"
sekretariat;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dmas berkenaan e

dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pe}aksanaaﬂ_ﬁf_ L
tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan :

pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang dzserahkan Oieh":;_--" e

Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan pemmdang—-undangan

Pasal 11
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mémbas}vé;hi E
a. Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi; = .
b. Sub Bagian Umum dan Aparatur; dan
c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masmgnmasmg d1p1mpm';..i: - S
oleh seorang Kepala Sub  Bagian yang berada div bawah dan'_f_ SN

bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsmy&

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Paseﬁ 12, Sub"'--

Pasal 13

Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi mempunya: fungm

a.

b.

penyusunan rencana kerja Sub Bagian Rencana Kerja Monltormg dan L

Evaluasi,

pengumpulan, pengolahan bahan dan pelumusan keb13a1~:an c’u bidagg__'_:'-“-"-*

penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi di lmgkungan Dmas

pelaksanaan urusan di bidang penyusunan rencana kerja, momtormg dan-_ SR

evaluasi sesuai ketentuan-peraturan-peryndarng- riderigar; o
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Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana d1maksud dalam Pasal 11 ayat’- o
(1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mergolah bahan: kebljakan diiooo
bidang umum dan aparatur serta mengendalikan peiaksanaan kegzatan sesual’_ BEEE P

"TO -

pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fung31 ch
lingkungan Sekretariat;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengem tugas dan funcm c’iz E
bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan ’mgas pacla Sub"_"; 5

Bagian Rencana Kerja, Momtormg dan Evaluasi;

pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan'

tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerga mom‘tormg dan:*' _3 o

evaluasi;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan Iapomn t&rha(fiap' S

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, T
monitoring dan evaluasi; dan '

pelaksanaan fungsi lain di bidang rencana kerja, momtarmg dar; evaluasi T

yang diserahkan oleh sekretaris.

Pasal 14

dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Sub'_-_?

Pasai 15

Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

a.
b.

penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur, e

pengumpulan, pengolahan bahan dan. perumusan kebijakan dl bzdang ST

umum dan aparatur di 1mg,kungan Dinas;

pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan ftmgéii '_ ch Sl

lingkungan sekretariat;

pelaksanaan koordinasi dan fas111ta31 sesuai tugas dan fungsz d1 bzda:ng Sl

umum dan aparatur;

pelaksanaan urusan di bzdang umum dan aparamr sesueu ketentuan":'-;:"'

peraturan perundang-undangan;

pengendalian dan pengawasan terhadap peiaksanaan tugas pada Sub-'_'_:; o
Bagian Umum dan Aparatur; . L _ :

pemberian saran dan pertimbangan kepada: Sekretarls berkenaan deng&n; S

tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;

pelaksanaan monitoring, evaluasa dan penyusunan laporan terhadap’.::_.; S

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum da.n a,paramr, da:m

pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang dzserahkaﬁ LT

oleh sekretaris.
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Pasal 16

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1) huruf ¢, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di
bidang keuangan dan aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan' sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub' o

Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan  kebijakan di bldang'
keuangan dan aset di lingkungan Dinas;

c. pelaksanaan urusan di bidang keuangan dan aset sesuai ketentuan- :

peraturan perundang-undangan;

d. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungszl dl '5 S

lingkungan sekretariat;

e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsa dl bldang :
keuangan dan aset; -

f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Su”b'- e

Bagian Keuangan dan Aset;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan
tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset; ' '

h. pelaksanasn -monitoring, evaluasi dan penyusurian Iapomn terhadap ; _-ﬁ: S

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset dan

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang keuangan dan aset yang d1serahkan oleh :' o e

sekretaris.

Bagian Kelima
Bidang Perindustrian

Pasal 18

Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 aya‘t W) huruf R

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah- dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Bidang Perindustrian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan'j:' S R
kebijakan teknis di bidang kerjasama, pengawasan dan promosz mvesi:am ;
industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan dan
pemberdayaan industri, serta bertanggungjawab memzmpm seiuruh keglatan'

pelayanan dan administrasi di bidang perindustrian.

HARD FERANGHAT DAERAR ASISTER 1 . sEEDA |
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Pasal 20

Untulk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bida;.ng'
Perindustrian mempunyai fungsi : '

a.
b.

penyusunan program kerja Bidang Perindusirian;

penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama,
pengawasan dan promosi investasi industri, pembangunan sumber daya
industri, pembangunan dan pemberdayaan industri;

penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kerjasama, pengawasan
dan promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri,

pembangunan dan pemberdayaan industri sesuai ketentuan peraltumh R

perundang-undangan;

pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsz c11 bzdang
kerjasama, pengawasan dan promosi investasi mdustrl pembangunan“

pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemenn’cah ‘daerah d1 o
bidang kerjasama, pengawasan dan promosi investasi- indli’stri'
pembangunan sumber daya industri, pembangunan dan pemberdayaan" "
industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pembinaan dan pengawasan  terhadap pelaksanaan tugas dan fungsz di-
bidang kerjasama, pengawasan dan promosi mvestam mdustm,; '

pembangunan sumber daya industri, pembangunan dan pembezdayaan :_ o

industri sesuai ketentuan pemturan perundang- umiamgara»,

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadaia pelaksanaan'  -1 ' _ |
tugas dan fungsi di bidang kerjasama, pengawasan dan promosi investasi . -
industri, pembangunan sumber daya industri, pembanguna.n dan'-':';' :

pemberdayaan industri;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dmas berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang kerjasama, pengawasan dan’ pmmosx FR R

investasi industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan d&‘l’i:: :
pemberdayaan industri; dan :

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dznas dl b1da1‘1<r SR

perindustrian sesuai ketentuan peraturan perundang»undangaﬂ

Pasal 21

Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 18,
membawahi : o :

a. Seksi Kerjasama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Indus'trz, e |
b. Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri; dan
c. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Industri. :

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala & e
Seksi yang berada di bawah dan bertanggunggawab kepacia Kepma B:iéang TR

Perindustrian.
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Pasal 22

Seksi Kerjasama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Industri sebagaimana,
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan
mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama,
pengawasan, dan promosi investasi industri, serta mengendalikan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22,

Seksi Kerjasama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Industri mempunyai

fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Kerjasama, Pengawasan, dan Promosi
Investasi Industri;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis
di bidang kerjasama, pengawasan, dan promosi investasi industri;

¢. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kerjasama, pengawasan, dan

promosi investasi industri sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan,

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kerjasama, pengawasan,
dan promosi investasi industri;

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di -
bidang kerjasama, pengawasan, dan promosi investasi industri;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan'

dengan tugas dan fungsi di bidang kerjasama, pengawasan, dan promosz
investasi industri;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap“

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kerjasama, pengawasan, dam

promosi investasi industri; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang kerjasama, pengawasan, dan promosz”" |

investasi industri yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 24

Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bakian:

perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan sumber daya industri,
serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,
Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembangunan Sumber Daya Industyi;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan téknis
di bidang pembangunan sumber daya industri;

RARD PERANGHAT DARRAN
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c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pembangunan sumber daya'
industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pembangunan sumber
daya industri;

e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
pembangunan sumber daya industri;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang pembangunan sumber daya industri;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembangunan sumber daya
industri; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pembangunan sumber daya industri
yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 26

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Industri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1) huruf ¢, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah

bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Cpembangunan dan

pemberdayaan industri, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai
tugas dan fungsinyva.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 26 -
Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Industri mempunyai fung&

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan o
Industri;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan keb:l,}al&an tels:ms
di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri; '

c. pelaksanaan wurusan pemerintahan di bidang pembaﬁgunén ~dan’
pemberdayaan industri sesuai ketentuan peraturan p?eru1ida'ng~'~u11dangaﬁ

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pembangunan dan'--
pemberdayaan industri;

e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fung51 d1 bldangf_
pembangunan dan pemberdayaan industri;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bzdang berkenaan

dengan tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan. pemberdayaan B |

industri;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan - laporan jterhsdap :
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pemberdayaan
industri; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pembangunan dan pemberdayaaﬂ o

industri yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
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Bagian Keenam

Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri,
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Pasal 28

Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, Perlindungan Konsumen dan
Tertib Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat {1) hwruf d, dipimpin

oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, Perlindungan Konsumen dan
Tertib Niaga mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan
teknis di bidang pengembangan perdagangan luar negeri, perdagangan
perbatasan, pengelolaan sistem informasi, promesi dan citra proeduk ekspor,
perlindungan konsumen dan tertib niaga, serta bertanggungjawab memimpin
seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengembangan
perdagangan luar negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang

Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib -

Niaga mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Pengembangan Perdagangan Luar
Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; =

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis = di bidaﬁg: B

pengembangan perdagangan luar negeri, perdagangan " perbatasan, -
pengelolaan sistem informasi, promosi dan citra produk  ekspor, -
perlindungan konsumen dan tertib niaga; ' :

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pé’nwembangs:n'ﬁ

perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan, pengelo}aan ‘sistem o _
informasi, promosi dan citra produk ekspor, perlindungan konsumen dan - @

tertib niaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undanigan; R
d. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang -

pengembangan perdagangan luar negeri, perdagangan - perbatasan, .
pengelolaan sistem informasi, promosi dan citra produk ekspor, -

perlindungan konsumen dan tertib niaga;

e. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di_' |
bidang pengembangan perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan,
pengelolaan sistem informasi, promosi dan citra produk ekspor,

perlindungan konsumen dan tertib niaga sesuai ketentuai - peraturan =

perundang-undangan;

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang pengembangan perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan, -
pengelolaan sistem informasi, promosi dan citra . produk ekspor, .
perlindungan konsumen dan tertib niaga sesuai ketentuan peraturem
perundang-undangan;
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g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang pengembangan perdagangan luar negeri,
perdagangan perbatasan, pengelolaan sistem informasi, promosi dan citra
produk ekspor, perlindungan konsumen dan tertib niaga;

h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perdagangan luar
negeri, perdagangan perbatasan, pengelolaan sistem informasi, promosi
dan citra produk ekspor, perlindungan konsumen dan tertib niaga; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang

pengembangan perdagangan luar negeri, perlindungan konsumen daﬁ
tertib niaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, Perlindungan Konsumen
dan Tertib Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, membawahi :

a. Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan
Perbatasan, dan Sistem Informasi; :

b. Seksi Promosi dan Citra Produk Ekspor; dan

c. Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala. )

Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, Perlindungan Konsumen dan 3

Tertib Niaga.

Pagal 32

Seksl Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, dan'

Sistemn Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat. (1) huruf a, S

mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan

teknis di bidang pengembangan perdagangan luar negeri, perdagangan

perbatasan, dan sistem informasi, serta mengendalikan pelaksanaan kegzaian o
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam PaSél '.32 :

Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, darl : |

Sistem Informasi mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negerl R

Perdagangan Perbatasan, dan Sistem Informasi;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebgakan teknis
di bidang pengembangan perdagangan luar negeri, perdagangan’
perbatasan, dan sistem informasi; ' '

c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan _.perdagamgan

luar negeri, perdagangan perbatasan, dan sistem informasi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; -
BARD PERARGKAT DARRAH
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pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengembangan
perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan, dan sistem informasi;

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang pengembangan perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan,
dan sistem informasi;

pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan

dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perdagangan luar

negeri, perdagangan perbatasan, dan sistem informasi;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perdagangan luar
negeri, perdagangan perbatasan, dan sistem informasi; dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang pengembangan perdagangan luar negeri,
perdagangan perbatasan, dan sistem informasi yang diserahkan oleh
Kepala Bidang.

Pasal 34

Seksi Promosi dan Citra Produk Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan
perumusan kebijjakan teknis di bidang promosi dan citra produk ekspor, serta
mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal - 34,"-
Promosi dan Citra Produk Ekspor mempunyai fungsi : o

a.
b.

penyusunan rencana kerja Seksi Promosi dan Citra Produk ﬁks'pOr

pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebl}akan teknls"' |

di bidang promosi-dan citra produk ekspor;

pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang promosi dan citra. pmduk .
ekspor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang promosi dan citra. produk o
ekspor,

pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bldang L
promosi dan citra produk ekspor;

pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang . berkenaan- .

dengan tugas dan fungsi di bidang promosi.dan citra produk @kspar,

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan: terhada:p.

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang promosi dan citra produk

ekspor; dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang promosi dan citra produk ekspor yaﬂg o
diserahkan oleh Kepala Bidang.
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Pasal 36

Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (1} huruf ¢, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan
perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan konsumen dan tertib
niaga, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 37
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36,
Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib
Niaga;
b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis
di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;
c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perlindungan konsumen dan
tertib niaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang perhndungan konsumen .
dan tertib niaga;

e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang- =

perlindungan konsumen dan tertib niaga;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berke1*iaaﬁ"

dengan tugas dan fungsi di bidang perlindungan konsumen dan tertlb-'
niaga;

g pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan 1aparan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan konsumen dan terhb" SRR

niaga; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang perlindungan konsumen dan termb maga '
yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh
Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Pasal 38

Bidang Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 '.a'yat'- B

(1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah' dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. :

Pasal 39

Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan 'bahaﬂ dall" .

merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan perdagangan daiarn .

negeri, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penﬁng, :
penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, serta 'bertanggung;awab .

memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang

perdagangan dalam negeri.
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Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang
Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi :

a.
b.

(1) Bidang Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud daiam Pas,a’i 38 o

penyusunan program kerja Bidang Perdagangan Dalam Negeri;

penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang
pengembangan perdagangan dalam negeri, stabilitasi harga barang
kebutuhan pokok dan barang penting, penggunaan dan pemasaran produk
dalam negeri;

penyelenggaraan urusan pemerintahan di  bidang pengembangan
perdagangan dalam negeri, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan
barang penting, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang -
pengembangan perdagangan dalam negeri, stabilitasi harga barang

kebutuhan pokok dan barang penting, penggunaan dan pemasaran produk . |

dalam negeri;
pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di

bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, stabilitasi harga barang
kebutuhan pokok dan barang penting, penggunaan dan pemasaran produk -

dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; )
pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungs1 ch

bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, stabilitasi harga barang S

kebutuhan pokok dan barang penting, penggunaan dan pemasaran produk o
dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; -

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelak‘sanaan' S
tugas dan fungsi di bidang pengembangan perdagangan: dalam negeri, .

stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penﬁng,;
penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri; '

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dmas belkenaan .
dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perdagangan dalam: -

negeri, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang pemzng,_.-.___
penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri; dan _

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas . di b1dang :

pengembangan perdagangan dalam mnegeri sesuai Ketentuan pemmraz"l“[_ﬂ;' -

perundang-undangan.

Pasal 41

membawahi :

a. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri; _ PR
b. Seksi Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Pentiiig; dan
¢. Beksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam N egeri.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dlpzmpm oleh seerang Kepaia o -
Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada’ Kepala Bzdang

Perdagangan Dalam Negeri.

KARD PERANGHAT DABRAR | ceom o SERDA
E’ii‘l}{i} i PEMEAKAREBA

T T




-70 -

Pasal 42

Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 ayat (1} huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah
bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan perdagangan
dalam negeri, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42,
Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana Kerja Seksi Pengembangan Perdagangan Da.ia_m.-
Negeri;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan tekms
di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri;

c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan perdagangan
dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang -pengembafnga:ni
perdagangan dalam negeri;

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsa d1 R
bidang pengembangan perdagangan delam negeri; o

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaanf_ e
dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan pe:tdagarxgan dalam'-

negeri;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penvusunan laporan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perdagangan ‘. i

dalam negeri; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengembangan perdagangan dalamf'.. .

negeri yang diserahkan oleh Kepala Bidang,

Pasal 44

Seksi Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Pen‘tmg, sebagalmana":-;:"

dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan. 3
mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang stabilitasi harga
barang kebutuhan pokok dan barang penting, serta - mengendaﬁh_k_an R

pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ’Pasal 44 S
Seksi Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Pentmg mempunyai EER

fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan |

Pokok dan Penting;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan tekms e

di bidang stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan h" aﬂg pentm
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c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang stabilitasi harga barang
kebutuhan pokok dan barang penting sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang stabilitasi harga barang
kebutuhan pokok dan barang penting;

e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting; _

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang stabilitasi harga barang kebutuhan
pokok dan barang penting;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap'
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang stabilitasi harga barang
kebutuhan pokok dan barang penting; dan ' -

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang stabilitasi harga barang kebutiuhan
pokok dan barang penting yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 46

Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri - 'SEbagaimahé
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1} huruf ¢, mempunyai tugas mengumpul dan’
mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang- penggunaan dan

pemasaran produk dalam negeri, serta mengendalikan peiai{sanaan kegaa‘i,an
sesuai tugas dan fungsinya. -

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasai 46 SR

Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri mempunyaz fl,mg31 -

a. penyusunan rencana kerja Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk'
Dalam Negeri; ' o

b. penguwmpulan, pengolahan bahan dan perumusan - k@b&gakm "‘tekmsi_
di bidang penggunaan dan pemasaran produk dalam negerl

c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penggunaan - dan pemasaran_’_ |

produk dalam negeri sesuai ketentuan peraturan per undaﬁg~undangan

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bldang penggunaan dan-__: - |

pemasaran produk dalam negeri;

e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungs1 ch bldang'

penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bldang be;kenaan _. | N
dengan tugas dan fungsi di bidang penggunaan dan pemasaran produk-f SO

dalam negeri;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan 1aporan terhadap’-;_ :
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penggunaan dan pemasaran‘_ _
produk dalam negeri; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang penggunaan dan pemaseuan produk.
dalam negeri yang diserahkan oleh Kepala Bidang. : :
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Bagian Kedelapan '
Bidang Ketenagalistrikan dan Pengelolaan Energi

Pasal 48

Bidang Ketenagalistrikan dan Pengelolaan Energi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 49

Bidang Ketenagalistrikan dan Pengelolaan Energi mempunyai tugas
menyiapkan bahan, menyelenggarakan perumusan dan @ pelaksanaan -
kebijakan teknis di bidang pengembangan ketenagalistrikan, pengusahaan dan -
pengawasan flceten-afgaiistrﬂ<a'm, pengelolaan energi, serta bertanggungjawab
memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di  bidang
ketenagalistrikan dan pengelolaan energi.

Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bidéhg e
Ketenagalistrikan dan Pengelolaan Energi mempunyai fungsi : -

a. penyusunan program kerja Bidang Ketenagalistrikan: daﬂ Pengelolaan‘V S

Energi;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di biciang
pengembangan  ketenagalistrikan, pengusahaan dan }_ pengawasan ST

ketenagalistrikan, serta pengelolaan energi;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang. p'mﬁgembangan%:_;"

ketenagalistrikan, pengusahaan dan pengawasan ketenagahsmkan serta -
pengelolaan energi sesuai ketentuan peraturan perundang«undangan .

d. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fung51 di bidzing:_”;'

pengembangan  ketenagalistrikan, pengusahaan dan pe_ngawasan :   RS

ketenagalistrikan, serta pengelolaan energi;

e. pemberian dukungan terhadap peﬂyelenggaraan pemermtah daérah:-' F

di bidang pengembangan ketenagalistrikan,. pengusahaan daiy pengawasan';_

ketenagalistrikan, serta pengelolaan energi sesuai ketentuan peraturan _ :-:

perundang-undangan;

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksaﬁaan tugas dan fung31_
di bidang pengembangan ketenagalistrikan, pengusahaan dan pengawasan' o
ketenagalistrikan, serta pengelolaan energi sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap peiaksanaan
tugas dan fungsi di bidang pengembangan ketenagahstnkan pengusahaan D

dan pengawasan ketenagalistrikan, serta pengelolaan energi;

h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dmas. berkenaan'
dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan ketenagahstnkam

pengusahaan dan pengawasan ketenagalistrikan, serta pengelsiaan energi;
dan _ S

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dmas dz bzciang'..-f |

ketenagalistrikan dan pengelolaan energi sesuai keterxtuan peraturan-
perundang-undangan. -
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Pasal 51

(1) Bidang Ketenagalistrikan dan Pengeloiaan Energl sebagmmana dzmaksud : -' SUEE
dalam Pasal 48, membawahi : . _ '

a. Seksi Pengembangan Ketenagahstnkan . - _

b. Seksi Pengusahaan dan Pengawasan Ketenagahsinkan, dan oLkl

c. Seksi Pengelolaan Energl _ _ . _
(2) Seksi sebagaimana dirmnaksud pada ayat {1}, dzp:tmpm o’ieh seorang Kepa’ka_z"" '

Seksi yang berada di bawah dan bertanbgung}awab kepada Kepala Bldang;i.;_ i
Ketenagalistrikan dan Pengelolaan Energi. _

Pasal 52

Seksi Pengembangan Ketenagaizstmkan sebageumana dzmaksud dalam Pasai '_
51 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan” mengoiah bahanj L
perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan ketenagahsmkan Sertaf S
mengendalikan pelaksanaan keg1ata;n sesuai dengan tuﬂas dan fungsznya .

~ Pasal 53
Untuk melaksanakan tugas se’bagalmana c”i1ma‘ksuc’i dalam Pasai 52, i
Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan mempunyal fu11g51 : S
a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Ketenagahstrlkan SN Dy
b. pengumpulan, pengolahan bahan dan - perumusan kebljakan tekmsg_'f.' :
di bidang pengembangan ke‘cenagahstﬂkan o S _ e
c. pelaksanaan ~ urusan  pemerintahan -.di bidang peﬂgembanganf:'i;_’_.'-'z:*f':'_f_'f_i-_'
ketenagalistrikan sesuai ketentuan. peraturan perundang-undangan i S
d. pelaksanaan koordinasi dan. fasﬂ1ta51 ! dl bldang penwembangan’
ketenagalistrikan; ' _ _ . .

e. pengendalian dan pengawasan terhadap peiaksanaan mgas dan fungs:x c:h;'
bidang pengembangan ketenagahsmkan, IR L : :

f. pemberian saran dan pertimbangan képada kepala bldang berkenaan*' o
dengan tugas dan fungsi di bldang pengem‘bangan ketenagallsmkan

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan - Pel‘iyusunaﬂ lapora_n terhadap-'__i;'_: e

pelaksanaan  tugas dan = fungsi . di- bldang pengemban gan s
ltetenagalistrikan; dan : - : e

h. pelaksanaan fungsi lain di bldang pengembangan ketenagaizstrlkan yang._;:_;'_'.._..f-:'f_-_' :
diserahkan oleh Kepala Eldaﬁg : SRR : S

' Pasal 54

Seksi Pengusahaan dan Pengawasan Ketenagahstnkan sebagazmana é1maksuc:ii?'- e

dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah-
bahan perumusan kebijakan teknis di bidang: pengusahaan dan pengawaszm- Sl
ketenagalistrikan, serta mengendahkan pelaksanaan kegzatan sesual tugas:';_g fi iy
dan fungsinya. S
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Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54,
Seksi Pengusahaan dan Pengawasan Ketenagalistrikan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengusahaan dan Pengawasan
Ketenagalistrikan;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijjakan teknis
di bidang pengusahaan dan pengawasan ketenagalistrikan;

c. pelaksanaan wurusan pemerintahan di bidang pengusahaan dan
pengawasan ketenagalistrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengusahaan dan
pengawasan ketenagalistrikan;

e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
pengusahaan dan pengawasan ketenagalistrikan;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang ‘ber’keriaan' -

dengan tugas dan fungsi di bidang pengusahaan dan pengawasan »
ketenagalistrikan;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan térhaidap -
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengusahaan dan pengawasan
ketenagalistrikan; dan -

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengusahaan dan pengawasan"':'
ketenagalistrikan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 56

Seksi Pengelolaan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 :a'ya‘t"__(i) -

huruf ¢, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan

kebijakan teknis di bidang pengelolaan energi, serta mengendalikan
pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. ' :

Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam --‘Pasai."_:s.é,_'-
Seksi Pengelolaan Energi mempunyai fungsi ;
a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Energi;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kébijakaﬁ. tekhi.sl
di bidang pengelolaan energi; :

c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan energl sesusi
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengelélaaﬂ.energl,

pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di -’blciang .
pengelolaan energi;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bldamg bezkenaan'
dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan energi;
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g, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan '1apoi“aia 'tei‘h:’idap '
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan energi, dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaan energi yang diserahkan oleh R
Kepala Bidang.

Bagian Kesembilan
Bidang Sumber Daya Mineral

Pasal 58

Bidang Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasai 5 ayat (1) PR
huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang ’belada di- bawah’ da:n_ S

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 59

Bidang Sumber Daya Mineral mempunyal tugas menylapksm baha;z"

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan telknis cfu b1dang .

pemetaan geologi dan air tanah, konservasi dan’ pengusahaan air tanah,

mineral dan batubara, serta bertanggungjawab memimpin seluruh keglaian g

pelayanan dan administrasi di bidang'sumber daya mineral.

Pasal 60

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud dalam ’Pasai 5‘9 B1dang
Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi : :

a. penyusunan program kerja Bidang Sumber Daya Mmeral

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan tekms ch bzdang geologl, S

pengelolaan air tanah, dan pertambangan;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang geologz pengelolaan alr“-_' R

tanah, dan pertambangan sesuai ketentuan . peraturan perundangu
undangan; : '

d. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan’ fung51 f:h bldang geologl : S

pengelolaan air tanah,; dan pertambangan;

e. pemberian dukungan terhadap penveienggaraan pemenn’cah daexah d1 .
bidang geologi, pengelolaan air tanah, dan pertambangan sesual ketentuarn oy

peraturan perundang-undangan;

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan mgas d&n fungsl c11 g
bidang geologi, pengelolaan air tanah, dan pertambanga;n sesum ketentuan A

peraturan perundang-undangan;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan telhadap pelaksanaaﬁ i
tugas dan fungsi di bidang geologi, pengelolaan a1r tanah dan__f_.f-"f -

pertambangan,;

h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dmas berkenaanf'--- _
dengan tugas dan fungsi di bidang geologi, " pengelo}.aan arr tanah, _ dan i

pertambangan; dan

i. pelaksan.aa.n fung$1 lain yang diberikan 91 eh Kﬂp ai& Dlmas dl b;d&ng .. IR

sumber daya mineral sesuai ketentuan peraturan pemndan;%undangan
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Pasal 61

(1) Bidang Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48,
membawahi :

a. Seksi Geologi;
b. Seksi Pengelolaan Air Tanah; dan
c. SBeksi Pertambangan.
(2} Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Sumber Daya Mineral.

Pasal 62

Seksi Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a,
mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan
teknis di bidang geologi, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 63
Untule melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62,
Seksi geologi mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Seksi Geologi; _
b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis:
di bidang geologi; _
c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang geologi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang geologi;

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsz dz- o

bidang geologi;

f.  pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang geologi;

g. pelaksanean monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap o
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang geologi; dan :

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang geologi yang diserahkan oleh Ke'paia" o

Bidang.

Pasal 64

Seksi Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1)
huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perurnusan .
kebijakan teknis di bidang pengelolaan air tanah, serta ‘mengendalikan
pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. '
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Pasal 65

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasai 64,,
Seksi Pengelolaan Air Tanah mempunyai fungsi : : '

a.
b.

penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Air Tanah

pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebljakan tekms A

di bidang pengelolaan air tanah;

pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penge}olaan a}r i:anah sesuai ;
ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengeiolaan air tanah

pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsa d1 b1dang S TED

pengelolaan air tanah;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Lepaia bldang berkenaan R

dengan tugas dan fungsi di bidang pengeiolaan a1r tanah

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan Iaporan terhadap o B,

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengeiolaan air tanah dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaan air tanah yang d;sefahkan:

oleh Kepala Bidang.

Pasal 66

Seksi Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c,"_.'.:_.:'. i
mempunyai tugas mengumpul dan. mengolah bahan perumusan kebljakanf SOR) S Y
teknis di bidang pertambangan, serta mengendahkaﬁ pelaksanaan Iqeglatan”_z-_‘f

sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 66

Pasal 67

Seksi Pertambangan mempunyai fungsi :

a.
b.

penyusunan rencana kerja Seksi Pertambangan

pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebljakan tekn;sj

di bidang pertambangan;

pelaksanaan urusan pemerintahan di - b1dang per‘ta;nbangan sesuax;_ff_'__._".j S

ketentuan peraturan pemndang ~undangan; R _ R
pelaksanaan koordinasi dan fasﬂﬂasrx di bldang pertambangan’ e

pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungs1 d1 bzdang:f

pertambangan;

pemberian saran dan pertimbangan l{epada kepala bidang berkenaan*f'i;-' s

dengan tugas dan fungsi di bldang pertambangan -

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan }aporan 'Lerhadap}'_.;: g g

pelaksanaan tugas dan fungsa di bidang pertambangan dan

Kepala Bidang.
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Bagian Kesepuluh
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 68

{1} Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf h, dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional
atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

(2} Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, dipimpin oleh
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pagal 69

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan ‘Gubernur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 70

(1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan béﬁaﬁggﬁﬁg;_"

jawab secara langsung kepada Pejabat lepmaﬁ Tinggi .‘Pratama, Pe_}abat
Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaztan dengan.

pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan _}enjangnya sesuall-r'-':
ketentuan peraturan perundang-undangan. - -

(2) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan p'elayaiiaﬁ -
fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampalan sesuai ketentuan'- L

peraturan perundang-undangan.

(3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan .

peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN
Pasal 71
(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dat Pegaqu ASN? ;

vang memenuld persyaratan sesual ketentusm p@fa*turan pﬁ undatng—
undangan.

(2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional dlangkat darz Pegawa1 ASN"

yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturaﬂ peru11dang~ﬂ-"
undangan. : '

(3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhahkan Syara‘t'
dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturarn perundarlg—undangan
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(4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi
Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

{5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Dinas disusun sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

(1) Pengangkatan melalui penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam
Jabatan Fungsional di lingkungan Perangkat Daerah dilakukan setelah
mendapat penetapan atau persetujuan dari kementerian terkait sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan maupun penghapusan
Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan
Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dengan Keputusan Kepala
Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3} Rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan
kegiatan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala
Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB YV
TATA KERJA DAN LAPORAN
Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 73

(1} Kepala Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, . -

mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada '.
bawahannya.

{2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan Pejébéit S

Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi, baik di lingkungan Dinas maupun antar Pefém’gkat Daerah

lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3} Kepala Dinas dan seluruh Pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan o

di lingkungan Dinas dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan :
untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang- -
undangan.
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Bagian Kedua

Laporan
Pasal 74

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan
memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
perihal kebijakan yang ditetapkan.

Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Pejabat di lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijekan yang
ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta
memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-
masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 75

Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada |
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya -

bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 76

Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Dinas diteiapkan oieh"::
Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang' L

organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan .
organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. - _
Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegia'taﬁ

pembinaan dan pengendalian organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar se"ii:xru.’h -'Pejabe_;‘t .

Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada keterituan
peraturan perundang-undangan,
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BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang
melaksanakan tugas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Kalimantan Barat dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Kalimantan Barat, serta Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Unit
Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Kalimantan Barat tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada
penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

a. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 118) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan, |
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja D’inasEnefgi*dan'

Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi -

Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 97);

b. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dain

Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah  Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 72) sebagaimana  telah ~diubah

dengan Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2019 tentang Perubahan . -

Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2018 tentang Kedﬁdﬂkai’a,j =

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas |

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 99);

serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan ber*temaﬁgan"
dengan Peraturan Gubernur ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 79

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundemgkéﬁ.'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak |
pada tanggal {» Ml qony
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, { -

Z

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal ¢, g’ 100

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR =~ & 7.
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